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ABSTRACT

Currently, criminal acts of corruption continue to grow, causing huge losses to the state, especially as this is accompanied by acts of hiding assets and even money laundering. This research is normative juridical with sources from primary, secondary and tertiary legal materials and analyzed qualitatively. The results of the research show that the policy perspective of confiscating assets resulting from criminal acts of corruption in Indonesia can be carried out with several provisions regulated by Articles 32, 33, 34 and 38C of Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes, as well as in Article 54 paragraph (1) letter c UNCAC. Apart from the inadequate provisions, the importance of the law regarding asset confiscation can also be seen from Indonesia's position as a UNCAC ratification country. The policy perspective in the Asset Confiscation Bill can basically support the agenda of recovering state financial losses while simultaneously confiscating maximum assets from perpetrators of corruption. The suggestion in this research is that the DPR together with the government should immediately discuss and pass the Asset.
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I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Permasalahan
Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (stolen asset recovery) hasil dari kejahatan tindak pidana korupsi (tipikor) cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tipikor memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang (money laundering) hasil tindak pidana korupsinya. Permasalahan menjadi semakin sulit untuk upaya recovery dikarenakan tempat penyembunyian (safe haven) hasil kejahatan tersebut yang melampaui lintas batas wilayah negara dimana tindak pidana korupsi itu sendiri dilakukan. 
Aset atau harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi adalah aset atau harta kekayaan negara yang semestinya dipergunakan untuk pembangunan nasional Indonesia, kesejahteraan serta kemakmuran bangsa Indonesia secara adil dan merata di segala bidang. Menyejahterakan dan memakmurkan bangsa Indonesia adalah merupakan tanggung jawab dan tujuan negara Indonesia sebagaimana termuat dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Kekeliruan paradigma terkait dengan uang pengganti kejahatan korupsi juga terkandung dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor), di mana pengembalian harta atau kekayaan hanya ditujukan kepada terpidana saja, tidak ahli waris atau keluarganya. Padahal modus menyembunyikan harta kekayaan hasil korupsi biasanya dengan menggunakan sanak keluarga, kerabat dekat atau orang kepercayaannya. 
Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Tipikor maupun ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata beserta Hukum Acaranya belum terbukti berhasil mengembalikan aset atau harta kekayaan negara secara optimal dan maksimal yang dikorupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi maupun dari ahli waris pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul  “Harmonisasi Hukum Pengembalian Aset Hasil Kejahatan Korupsi Berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”

B. Rumusan Permasalahan
1. Bagaimana harmonisasi hukum pengembalian aset hasil kejahatan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui tuntutan keperdataan di Pengadilan?

2. Bagaimana reformulasi ketentuan tentang model perampasan aset dalam  melakukan tuntutan keperdataan aset hasil kejahatan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk menganalisis harmonisasi hukum pengembalian aset hasil kejahatan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui tuntutan keperdataan di Pengadilan

2. Untuk menganalisis reformulasi ketentuan tentang model perampasan aset dalam  melakukan tuntutan keperdataan aset hasil kejahatan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

II. METODE PENELITIAN
Jenis pendekatan penelitian adalah yuridis normatif yang menitikberatkan pada bahan hukum kepustakaan.  Sumber Data terdiri dari bahan hukum primer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU RI), bahan hukum sekunder (buku-buku dan literatur) dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, media cetak yang berhubungan dengan penelitian ini)
Teknik pengumpulan data dengan Studi Kepustakaan , yaitu penelitian yang berdasarkan pada studi bahan hukum  yang kemudian di analisis secara kualitatif.
III. HASIL PENELITIAN DAN  PEMBAHASAN
A. Harmonisasi Hukum Pengembalian Aset Hasil Kejahatan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Tuntutan Keperdataan di Pengadilan
Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001  tidak hanya memberikan peluang hukum pidana melalui penyitaan harta benda milik pelaku oleh penyidik dan selanjutnya JPU menuntut agar Hakim melakukan perampasan, tetapi juga memberikan peuang melalui instrumen hukum perdata.

Kemungkinan penggunaan gugatan perdata yakni pada Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 Huruf c, dalam hal tersangka meninggal dunia atau tidak bisa dilanjutkan penuntutan karena tidak cukup bukti meskipun sudah terdapat kerugian negara.

Karakteristik spesifik hukum gugatan perdata diajukan setelah tindak pidana tidak dimungkinkan lagi dilakukan, karena dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 32, 33, 34, 38 C UU PTPK tidak dimungkinkan untuk dilakukan gugatan perdata.

Berdasarkan hasil Penelitian maka Harmonisasi Hukum Pengembalian Aset Hasil Kejahatan Korupsi sesuai dengan Teori Penegakan Hukum Satjipto Raharjo yang mengemukakan bahwa Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum menjadi kenyataan.
B. Reformulasi Ketentuan tentang Model Perampasan Aset dalam Melakukan Tuntutan Keperdataan Aset Hasil Kejahatan Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara megandung makna yang sangat kuat untuk memenuhi rasa keadilan sebagai akibat dari tindakan melawan hukum yang dilakukan terpidana atau ahli warisnya yang dengan sengaja menyembunyikan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi yang telah merugikan keuangan negara, sebagaimana penjelasan Pasal 38C UU PTPK. Namun sebagai mekanisme hukum acara, gugatan perdata tentunya tetap memiliki beberapa kelemahan-kelemahan  yang ada seperti pada mekanisme perampasan aset berdasarkan putusan pidana.

 Terkait dengan upaya pengembalian keuangan negara, UU PTPK mengatur melalui jalur perdata terdiri dari  2 (dua) hal , yaitu: 

a. Gugatan perdata untuk memulihkan kerugian keuangan negara yang nyata seperti diatur di dalam Pasal 32 , 33, 34 UU PTPK;

b. Gugatan perdata terhadap harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan, Pengembalian untuk negara, seperti yang  diatur dalam Pasal 38 C UU PTPK;

Pasal 33 

Dalam hal tersangka meninggal pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

 

Pasal 34 

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Salah satu faktir penghambat dalam pengembalian aset hasil korupsi di indonesia adalah buruknya koordinasi. Berdasarkan pembahasan diatas sesuai dengan Teori Pembuktian Hukum dalam Aspek Perdata oleh Sudikno Mertokusumo dalam reformulasi ketentuan tentang model perampasan aset dalam melakukan tuntutan keperdataan aset hasil korupsi berdasarkan UU Tipikor. Teori Pembuktian dalam Hukum Perdata mengandung beberapa pengertian yaitu :
1) Pembuktian dalam arti logis

2) Membuktikan dalam arti konvensional

3) Kepastian yang hnya berdasarkan perasaan

4) Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal

5) Membuktikan dalam arti yuridis.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengembalian aset korupsi merupakan sistem penegakan hukum yang menghendaki adanya suatu proses peniadaan hak atas aset pelaku dari negara korban dengan cara antara lain meniadakan hak atas aset pelaku secara perdata maupun pidana, bisa dilakukan dengan penyitaan, pembekuan, perampasan, baik dalam kompetensi lokal, regional maupun internasional sehingga kekayaan dapat dikembalikan kembali kepada negara korban yang sah.
2. Reformulasi ketentuan tentang model perampasan aset dalam  melakukan tuntutan keperdataan aset hasil kejahatan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dengan mengefektifkan kewenangan Jaksa selaku pengacara negara. Kewenangan Jaksa dalam melakukan tuntutan keperdataan aset hasil kejahatan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal pengembalian aset koruptor dapat dilaksanakan dengan gugatan keperdataan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 32 Ayat (1), Pasal 33 dan Pasal 34 Tipikor yang secara jelas dan nyata telah mengakibatkan kerugian negara.
B. Saran
1. Agar Pemerintah dapat segera  mengesahkan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana mengingat perampasan aset merupakan bagian penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi.
2. RUU tentang Perampasan Aset perlu disosialisasikan secara masif kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk kepada masyarakat, sehingga UU ini dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif.

3. Diharapkan pemberlakuan UU Perampasan Aset ini kelak akan mendorong pengelolaan aset yang profesional, transparan, akuntabel, dan terjaga nilai ekonomisnya dengan pembentukan lembaga pengelolaan aset yang bertanggungjawab agar tidak disalahgunakan sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara.
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